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Abstrak

Dalam praktik perseroan terbatas, mekanisme pemberhentian direktur melalui
RUPS sering kali dilakukan tanpa memberikan kesempatan hak bela kepada
direktur yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme
pemberhentian direktur menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,
keabsahan pemberhentian tanpa hak bela melalui RUPS Luar Biasa, serta analisis
terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor
290/Pdt/2023/PT.Dps. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pemberhentian direktur wajib
dilakukan melalui mekanisme RUPS. Kedua, jika proses dilakukan tanpa
memberikan hak bela, maka keputusan RUPS dapat dinyatakan tidak sah karena
melanggar Pasal 105 ayat (2) UUPT. Ketiga, majelis hakim dalam putusan tersebut
menegaskan pentingnya prinsip keadilan prosedural, yaitu kesempatan
pembelaan diri dan kejelasan alasan pemberhentian. Temuan ini diharapkan
dapat menjadi pedoman dalam praktik hukum korporasi ke depan.
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Abstract

In the practice of limited liability companies, directors are often dismissed through
a General Meeting of Shareholders (GMS) without being granted the right to be
heard. This study aims to examine the legal mechanism of director dismissal under
Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, assess the validity of dismissal
via an Extraordinary GMS without due hearing, and analyze judicial considerations
in Decision No. 290/Pdt/2023/PT.Dps. The research applies a normative juridical
method using literature-based data and qualitative analysis of secondary legal
materials. The findings indicate, first, that the dismissal of directors must follow the
procedures outlined in a GMS. Second, dismissal without the right to be heard
violates Article 105 paragraph (2) of the Company Law and renders the GMS decision
legally flawed. Third, the court emphasized procedural justice, particularly the
importance of the director’s opportunity to defend and the necessity of clear grounds
for dismissal. This case offers guidance for future corporate governance practices.
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1. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang paling populer digunakan karena memiliki
keistimewaannya tersendiri yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lain yaitu berbentuk
persekutuan berbadan hukum yang terdiri dari gabungan saham atau modal yang dimiliki oleh
pemegang saham berdasarkan status mereka sebagai anggota perseroan untuk melaksanakan
kegiatan pengelolaan perusahaan yang dikelola Perseroan (Harahap, 2009). Maksud dari badan
hukum disini adalah suatu badan yangdapat memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak
memiliki kekayaan sendiri, melakukan suatu perbuatan seperti manusia, digugat dan menggugat
di depan pengadilan (Khairandy, 2013). Dalam perseroan terbatas pemegang saham juga
memiliki tanggung jawab yang terbatas, dan memiliki pemisahan harta kekayaan para organnya
serta adanya pemisahan fungsi antara organnya (Sinaga, 2014). Terjadinya hal tersebut karena
Perseroan merupakan wujud hukum (legal entity) yang terpisah dari pemiliknya (separate entity)
dengan tangung jawab terbatas (limited liability, beperkte aanspraakelijkheid) (Isfardiyana,
2017).

Perseroan Terbatas juga merupakan suatu arttificial person yang memiliki artian bahwa dalam
melakukan perbuatan hukum Perseroan Terbatas hanya dapat melalui perantaraan manusia
sebagai wakilnya (Mulhadi, 2020). Sebagai artificial person tidak mungkin dapat melakukan suatu
perbuatan hukum tanpa campur tangan manusia, karena perseroan tidak memiliki kemampuan
berpikir, kehendak, dan kesadaran diri sendiri. Perseroan sebagai badan hukum hanya dapat
mengambil keputusan atau berbuat dengan perantara alat kelengkapannya, yakni individu atau
kelompok orang yang memiliki hubungan khusus dengan perseroan yang bertindak bukan untuk
kepentingan pribadi, melainkan atas nama perseroan. Orang-orang yang dapat bertindak untuk
dan atas pertanggungjawaban badan hukum disebut organ dari badan hukum yang merupakan
suatu esensialia dari organisasi itu (Nugraha, 2019).

Organ yang terdapat dalam perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPT yaitu
Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kedua, Direksi dan Ketiga, Dewan Komisaris.
Ketiga organ tersebut bekerja secara berdampingan dan punya kedudukan yang sejajar dalam
menjalankan tanggung jawab dan fungsi masing-masing sesuai dengan pemisahan kewenangan
(separation of power) sebagaimana diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan
(Kurniawan, 2014).

Posisi direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana diatur
dalam Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 105 ayat (1) UUPT. Namun, seringkali terjadi problematika
dalam pemberhentian direksi yang menimbulkan kontroversi, terutama terkait prosedur dan
hak-hak yang dimiliki direktur dalam proses tersebut. Salah satu bentuk dinamika ini adalah
pemberhentian direktur melalui RUPS Luar Biasa tanpa memberikan hak pembelaan diri kepada
direktur yang diberhentikan. Pembelaan diri merupakan bukti bahwa seseorang telah
menunaikan pekerjaannya dengan "itikad baik" atau "hati-hati" (Setriyani, et.al., 2019).

Terdapat sebuah kasus dimana seorang direktur atau direksi dalam Perseroan Terbatas
diberhentikan melalui RUPS Luar Biasa tanpa diberikan hak untuk membela diri, seperti pada
putusan nomor 290/Pdt/2023/PT.Dps, Pembanding semula penggugat adalah direktur dan
pendiri sekaligus pemegang saham pada PT. Lestari Asri Hijau, Lalu terbanding | semula tergugat
[ adalah Kibarer Holdings PTE. LTD selaku pemegang saham pada PT. Lestari Asri Hijau dan
terbanding Il semula tergugat Il adalah Alban Bary Kibarer selaku komisaris pada PT. Lestari Asri
Hijau. Pada 13 April 2023. Adapun penggugat pada awalnya menggugat perbuatan dari tergugat
[ dan tergugat Il ke Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Gianyar karena tindakan
yang dilakukan para tergugat memberhentikan penggugat sebagai direktur melalui RUPS Luar
Biasa, pengguggat kemudian dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan menolak keputusan
RUPS Luar Biasa atas pemberhentian dirinya sebagai Direktur pada PT. Lestari Asri Hijau namun
para tergugat tidak memberikan kesempatan untuk membela diri yang merupakan suatu hak
seorang Direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2), (3), dan (4) UUPT.
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Lalu tergugat Il mengajukan eksepsi yang mana salah satu eksepsinya mengenai kompetensi
relatif dari Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili dan memeriksa kasus ini, lalu dalam
putusan pengadilan tingkat pertama majelis hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan
eksepsi dari tergugat II karena tergugat Il sebenarnya berdomisili di kabupaten Badung yang
bukan wilayah yuridiksi dari Pengadilan Negeri Gianyar, karena sebagaimana diatur dalam Pasal
118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang mana
gugatan wajib diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal atau domisili tergugat.
Kasus ini tidak berhenti sampai disitu saja, Penggugat kemudian mengajukan permohonan
banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar yang kemudian permohonannya diterima oleh majelis
hakim karena secara wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Denpasar berwenang untuk memeriksa
dan mengadili kasus ini, sehingga kasus ini diperiksa dan diadili kembali oleh majelis hakim
tingkat banding (Pengadilan Tinggi Denpasar, https://pt-
denpasar.go.id/new/other/wilayah yuridiksi.html,, diakses 12/12/2024).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka fokus utama penelitian ini adalah untuk
menganalisis secara hukum bagaimana keabsahan pemberhentian direktur melalui Rapat Umum
Pemegang Saham yang dilakukan tanpa hak bela dari direktur dapat diterima atau tidak dalam
perspektif UUPT dan prinsip-prinsip hukum perusahaan. Secara umum, tujuan utama dari
penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan hukum dan keadilan prosedural dalam proses
pemberhentian direktur perseroan terbatas, khususnya jika dilakukan tanpa memberikan hak
bela melalui RUPS Luar Biasa.

2. METODE

Paper ini mengunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan dan menggunakan analisis kualitatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, tersier yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (library
research) (Moleong, 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, sebagai berikut: Pertama, pendekatan
undang-undang (statue approach), merupakan sebuah pendekatan penelitian yang dilakukan
dengan cara mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Backtiar, 2018). Kedua, Pendekatan konseptual
(conceptual approach) merupakan sebuah jenis pendekatan pada penelitian hukum yang
menawarkan perspektif analisis untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan melihat
konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat mencakup nilai-nilai yang
terdapat dalam penormaan sebuah peraturan serta hubungannya dengan konsep-konsep yang
digunakan (Marzuki, 2021). Ketiga, Pendekatan Kasus (case approach), dilakukan dengan
menelaah kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, dimana kasus-kasus
tersebut telah memperoleh putusan pengadilan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini dapat berasal dari Indonesia maupun dari negara lain. Fokus utama dalam pendekatan
kasus adalah ratio decidendi atau alasan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam membuat
putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, ratio decidendi ini menjadi
acuan dalam merumuskan argumentasi untuk menyelesaikan isu-isu hukum (Solikin, 2021).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pemberhentian Direktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas

Pemberhentian anggota Direksi merupakan tindakan untuk mengakhiri jabatan seorang
Direksi sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan dalam anggaran
dasar atau keputusan RUPS. Mekanisme pembehentian Direksi berdasarkan UUPT yaitu
melalui keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UUPT yang
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menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, RUPS untuk pemberhentian anggota
Direksi dapat dilakukan melalui RUPS tahunan maupun melalui RUPS Luar Biasa yang
khusus membicarakan mata acara pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 105
ayat (1) UUPT jo Pasal 78 UUPT.

Ada dua jenis pemberhentian Direksi, Pertama, pemberhentian langsung (removal), hal
itu diatur pada Pasal 105 UUPT. Kedua, pemberhentian sementara (schorsing,
suspension). Sebagaimana diatur pada Pasal 106 UUPT (Harahap, 2009: 416).
Pemberhentian langsung yang dimaksud adalah pemberhentian anggota Direksi secara
permanen atau diberhentikan seterusnya. Kemudian, yang dimaksud pemberhentian
sementara adalah pemberhentian untuk sementara waktu. Karena bersifat sementara,
keputusan ini dapat berujung pada dua kemungkinan, yaitu anggota Direksi tersebut
dapat bekerja kembali menjalankan tugasnya atau diberhentikan secara permanen.
Undang-undang memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
pemberhentian sementara anggota Direksi dengan menyertakan alasan yang jelas.
Dikarenakan tindakan Dewan Komisaris tersebut sifatnya sementara, maka dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, secepatnya
harus diselenggarakan RUPS. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak pernah
diselenggarakan RUPS, maka pemberhentian sementara menjadi batal, sehingga anggota
Direksi yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugasnya seperti semula (Azizah,
2016: 127-128).

Perlu diingat bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi yang dilakukan
oleh Para pemegang saham yang diimplementasikan pada organ RUPS pada dasarnya
selaras dengan ketentuan undang-undang yang mana Direksi diangkat oleh RUPS juga
dapat diberhentikan oleh RUPS, apabila berdasarkan pertimbangan para pemegang
saham direksi layak diberhentikan maka tindakan pemberhentian dapat dilakukan
kepada anggota direksi tersebut, tapi penting untuk dipahami bahwa pemberhentian
terhadap direksi harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku yang wajib ditaati oleh
para pemegang saham, dengan arti lain pemberhentian direksi tidak boleh sewenang-
wenang (sepihak), tanpa alasan (Apriyanto & Kerti, 2024: 1350).

3.2 Keabsahan Pemberhentian Direktur melalui RUPS Luar Biasa Tanpa Hak Bela Direktur

Dalam konteks pemberhentian Direksi, Apabila proses pemberhentiannya tanpa melalui
mekanisme yang sah salah satunya memberhentikan tanpa memberikan hak bela Direksi
maka akan timbul akibat hukum atau konsekuensi yang terjadi, yang mana hal ini bisa
menjadi permasalahan yang sangat serius bagi keberlangsungan hukum suatu perseroan
terbatas. Karena hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang
telah diatur dalam UUPT yang mengharuskan setiap tindakan pemberhentian Direksi
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sah secara hukum. Oleh karena itu sangat
penting bagi para Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk memahami dan
menjalankan ketentuan ini.

Akibat hukum yang muncul dari diberhentikannya seorang direksi tanpa melalui RUPSLB
yang sah adalah batal demi hukum, hal ini sejalan dengan teori akibat hukum R. Soeroso
yang menyatakan bahwa akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang diatur oleh hukum
(Soeroso, 2011: 295). Setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan suatu organ
perseroan terbatas, apabila telah diatur oleh peraturan perundang-undangan maka
tindakan tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang melekat padanya, apabila
tindakan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum maka akibat hukumnya
akan bersifat negatif. Dalam konteks ini, pemberhentian Direksi yang tidak sesuai dengan
UUPT dianggap cacat hukum dan tidak sah.
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Agenda pemberhentian direksi dalam RUPSLB dapat dikatakan sah apabila dalam proses
pemberhentiannya mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dalam UUPT. Hal ini telah
diatur didalam Pasal 105 ayat (1) UUPT bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan
sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, yang
kemudian diikuti Pasal 105 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi yang akan
diberhentikan oleh hasil keputusan RUPS diberikan kesempatan untuk membela diri
(Manik, 2023: 2087).

Dengan kata lain, pelaksanaan hak bela merupakan syarat agar keputusan RUPS
dinyatakan sah secara hukum. Keberadaan hak bela tidak hanya penting dari sisi hukum
tetapi penting juga dari sisi etika dan moralitas dalam pengambilan keputusan bisnis yang
mana sesuai dengan prinsip GCG bahwa setiap organ perseroan dalam melaksanakan
tugasnya wajib menjunjung tinggi nilai keadilan dan akuntabilitas. Jika pemberhentian
dilakasanakan tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri, maka tindakan
tersebut telah menyalahi ketentuan hukum dan secara langsung melahirkan akibat
hukum berupa batal demi hukum atas keputusan RUPS tersebut. Keputusan yang batal
demi hukum berarti dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum
apapun sejak awal. Pengaruh dari akibat hukum ini sangat besar mengingat Direksi
merupakan organ yang menjalankan pengurusan sehari-hari perusahaan dan
bertanggung jawab atas operasional serta strategi manajerial yang dijalankan oleh
perseroan. Keberadaan direksi sangat vital dalam mengarahkan perusahaan menuju
tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham.

Tindakan pemberhentian tanpa prosedur yang sah dapat digolongkan sebagai perbuatan
melawan hukum yang membuka ruang bagi Direksi yang dirugikan untuk mengajukan
gugatan ke pengadilan. gugatan ini bertujuan untuk memperoleh keadilan serta
pemulihan hak yang telah dilangggar, termasuk hak untuk tetap menjabat sebagai Direksi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik
dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin
pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan
yang adil dan benar. Dalam konteks ini Direksi yang diberhentikan tanpa mendapatkan
hak bela dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan dari hak
miliknya yang telah dilanggar, karena tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan
pemegang saham merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 105 ayat (2) UUPT.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, Direksi yang merasa dirugikan dapat menuntut
pemulihan haknya melalui mekanisme hukum, termasuk pengajuan gugatan perdata atas
dasar perbuatan melawan hukum oleh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Gugatan
ini dapat mencakup permintaan seperti pemulihan jabatan Gugatan yang diajukan tidak
hanya mencakup permintaan untuk mengembalikan jabatan, tetapi juga meliputi
tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil akibat kerugian yang diderita, ganti
rugi materiil mencakup gaji yang tidak dibayarkan, tunjangan serta kerugian akibat
kehilangan penghasilan sementara ganti rugi immateriil mencakup kerugian psikologis,
reputasi dan kehormatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang
menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ketika mengajukan gugatan ini,
diharapkan direksi yang bersangkutan bisa mendapatkan keadilan atas kerugian yang
dialaminya, baik dari segi materi, reputasi, maupun moral atas pemberhentiannya
(Trinanda, 2024: 160).
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Mengenai justifikasi penghentian anggota direksi, UUPT menjabarkan bahwa dasar
umum pemecatan anggota direksi adalah tidak memenuhinya persyaratan sebagai
seorang direktur, yang kemudian dapat diambil berdasarkan keputusan RUPS. Di
samping landasan umum tersebut, adapun alasan lainnya yang membenarkan pemecatan
harus diungkapkan secara meyakinkan dan tegas terkait dengan pelanggaran dalam
menjalankan tugas pengelolaan perusahaan. Jenis pelanggaran ini dapat dilihat dalam
penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT yaitu meliputi penggunaan jabatan secara tidak
benar, seperti: a) Melakukan tindakan yang berakibat merugikan perusahaan; b) Alasan
pemberhentian lain yang dianggap pantas oleh RUPS. Terhadap alasan pada poin pertama
yaitu “melakukan tindakan yang merugikan perseroan” pada dasarnya dapat dinilai
secara objektif dan konkrit, misalnya: (Trinanda, 2024: 418-419)

1. Terbukti secara meyakinkan dan jelas Direksi melakukan kesalahan dan dalam
melaksanakan tugas pengurusan tidak dilandasi prinsip itikad baik yaitu dengan
cara menyalahgunakan kedudukan sehingga membuat perseroan merugi;

2. Tidak sanggup melaksanakan tugas pengurusan perseroan yang sudah
diamanahkan oleh RUPS yang pada akhirnya berujung menimbulkan kerugian
bagi perseroan;

3. Adanya terjadi sebuah benturan kepentingan antara anggota direksi dan
perseroan, mengenai aset atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi
direksi yang bersangkutan sehingga berujung menimbulkan kerugian bagi
perseroan;

4. Secara jelas terbukti menggelapkan aset/harta kekayaan perseroan untuk

kepentingan pribadi;

Melaksanakan tindakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang tidak wajar;

6. Dalam melaksanakan tugas pengurusan bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v

Sementara untuk penyebab kedua, yaitu "alasan subjektif atau karena faktor lain yang
dianggap sesuai oleh RUPS," mempunyai cakupan arti yang tak terbatas dan meluas. Hal
ini mengindikasikan bahwa pemegang saham mempunyai kebebasan dalam
mengevaluasi dan menentukan alasan pemberhentian yang dianggap sesuai untuk
kemajuan perusahaan melalui keputusan RUPS. Meskipun menurut hukum, keadilan dan
kepatutan tidak tepat, jika alasan yang tidak benar itu dinilai tepat oleh RUPS, maka
alasan yang abstrak dan subjektif itu harus diterima sebagai alasan pemberhentian yang
tepat, adil dan wajar (Trinanda, 2024: 419-420).

Dalam proses pemberhentian seorang direktur, perusahaan wajib memperhatikan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) agar tata kelola perusahaan tetap
berjalan secara sehat dan berintegritas. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor
PER-01/MBU/2011, prinsip-prinsip GCG mencakup:

1. “Transparansi (Transparency)
Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam penyampaian
informasi yang material dan relevan mengenai kondisi perusahaan secara tepat
waktu, memadai, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan
sehingga pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Keselarasan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan bertanggung jawab secara sosial
maupun lingkungan.

4. Kemandirian (/Independency)

LawSains Journal No. 1 Vol. 1,2025

82



Pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan bebas dari intervensi pihak manapun yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

5. Kewajaran (Fairness)
Perlakuan adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai hak
dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku” (Hamdani, 2016: 280-281).

Adapun relevansi prinsip-prinsip GCG dalam pemberhentian direktur tanpa hak bela dari
direktur, sebagai berikut:

1.

Keadilan (Fairness)

Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku
kepentingan dalam perseroan terbatas yaitu pemegang saham, Komisaris dan Direksi,
prinsip ini harus diperhatikan dalam pemberhentian Direktur agar tidak terjadi
pelanggaran hak yang dimiliki oleh Direktur.

Pertanggung Jawaban (Responsibility)

Prinsip ini mewajibkan perseroan terbatas dan organ yang terlibat dalam
pemberhentian Direktur melalui RUPS Luar Biasa tanpa hak bela dari direktur untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi (Transparency)

Prinsip ini menuntut agar adanya keterbukaan informasi dalam proses pengambilan
keputusan, dalam konteks pemberhentian direktur melalui RUPS Luar Biasa tanpa
hak bela dari Direktur harus diuraikan secara jelas informasi terkait alasan
pemberhentian dan prosedur pemberhentian

Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil organ perseroan
terbatas harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam pemberhentian
Direktur melalui RUPS Luar Biasa tanpa hak bela dari Direktur organ yang
memberhentikan wajib menjelaskan keputusan pemberhentian kepada Direktur
yang diberhentikan.

Kemandirian (Independency)

Prinsip ini memastikan bahwa setiap organ dalam aktivitasnya tidak saling
mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan
pribadi yang mana hal ini menjadi penting dalam pemberhentian Direktur melalui
RUPS Luar Biasa tanpa hak bela dari Direktur (Listyawan, 2020: 250).

Dalam konteks pemberhentian Direktur yang diberhentikan tanpa diberikan hak bela
perlu diperhatikan apakah memang Direktur yang diberhentikan tersebut telah
melaksanakan fiduciary duty dengan baik atau belum hal ini dapat menjadi indikator
ataupun dasar dalam memberhentikan seorang Direksi, apabila seorang Direksi telah
melaksanakan fiduciary duty miliknya dengan baik maka tidak ada urgensi atau alas dasar
untuk memberhentikan Direksi tersebut apalagi dengan cara mengabaikan hak-hak yang
melekat pada Direktur tersebut sebagaimana telah diatur dalam UUPT maupun anggaran
dasar perseroan.
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3.3 Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 290/Pdt/2023/PT.Dps. Terkait

Pemberhentian Direktur melalui RUPS Luar Biasa Tanpa Hak Bela Direktur

Dalam putusan ini terjadi sebuah proses pemberhentian seorang Direktur PT. Lestari Asri
Hijau bernama Cetin Cendan yaitu seorang warga negara asing berkewarganegaraan
Turki, secara tiba-tiba ia diberhentikan melalui RUPSLB oleh pemegang saham selaku
Tergugat I dan Dewan Komisaris selaku Tergugat Il yang mana dalam forum RUPSLB
tersebut agenda awalnya bukanlah tentang pemberhentian Direktur melainkan
penunjukan Direktur PT.Lestari Asri Hijau dan rapat pemegang saham.

Dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut, Tergugat I dan Tergugat Il secara sepihak
memutuskan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur dan sekaligus
mengangkat pengganti Penggugat sebagai Direktur yang baru. Keputusan ini diambil
secara sepihak dan tidak sesuai dengan agenda RUPSLB yang telah ditentukan
sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa agenda yang diajukan oleh Tergugat Il dalam
permohonan RUPS hanya mencantukam penunjukan Direktur bukan pemberhentian
Penggugat.

Tidak hanya itu, pelaksanaan RUPSLB tersebut telah mengabaikan hak-hak Penggugat
sebagai Direktur karena Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan resmi
mengenai rencana pemberhentiannya dalam RUPSLB, sehingga Penggugat tidak memiliki
kesempatan untuk menyiapkan pembelaan diri atas tuduhan atau alasan yang
melatarbelakangi usulan pemberhentiannya. Tindakan ini melanggat ketentuan yang
diatur dalam Pasal 105 ayat (2), (3) dan (4) UUPT yang mengatur bahwa anggota Direksi
yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri.Keputusan pemberhentian ini
juga diambil tanpa alasan yang jelas yang bertentangan dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT
yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian disebutkan dalam keputusan RUPS.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim secara jelas menilai bahwa mekanisme
pemberhentian penggugat sebagai Direktur tidak memenuhi prosedur hukum yang
berlaku yaitu ketentuan dalam Pasal 105 UUPT. Berdasarkan fakta persidangan Majelis
hakim secara jelas menemukan bahwa penggugat tidak diberikan pemberitahuan
mengenai rencana pemberhentiannya dan tidak diberikan kesempatan untuk membela
diri dalam forum RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2), (3) dan (4) UUPT.
Selain itu, alasan pemberhentian yang diajukan oleh Tergugat tidak didasarkan pada
alasan yang jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT. Selain itu,
putusan pengadilan menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk
membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa gaji sebesar
Rp14.000.000,- per bulan dan kompensasi sebesar USD 5.000 per bulan yang seharusnya
diterima sejak Mei 2023 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap. Pengadilan juga
menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp1.000.000,- setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, yang dapat ditagih
segera dan sekaligus oleh Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta
dapat dieksekusi dengan bantuan pihak berwenang. Putusan dalam hal ini telah sesuai
dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada
Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa
tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut.

Masalah pemberhentian direktur pada putusan ini yaitu Para pemegang saham dan
Komisaris yang diimplimentasikan dalam RUPS tidak sepenuhnya menerapkan prinsip
GCG yaitu akuntabilitas dan keadilan karena pemberhentian direksi dilakukan dengan
tanpa pemberian alasan serta tanpa memberikan hak untuk membela diri sehingga dapat
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dikatakan bahwa keputusan pemberhentian yang diambil tidak objektif untuk
kepentingan perseroan dan melanggar hak yang dimiliki oleh Direktur yang
diberhentikan, hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pemangku
kepentingan yang dalam kasus ini direktur yang diberhentikan tersebut. Kemudian
Direktur dalam putusan ini tidak terbukti melakukan Jenis pelanggaran ini meliputi
penggunaan jabatan secara tidak benar, seperti, melakukan tindakan yang berakibat
merugikan perusahaan dan alasan pemberhentian lain yang dianggap pantas oleh RUPS
(Apriyanto & Kerti, 2024: 1351).

Dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat
tetap sah sebagai Direktur dalam hal ini Majelis hakim telah memperkuat posisi hukum
Penggugat sebagai Direktur serta memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan
dan hak-haknya sebagai organ perseroan. Majelis Hakim dalam perkara ini telah
mendasarkan putusan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam putusan ini
Majelis Hakim telah mencerminkan dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian
hukum bagi para pihak dalam perseroan. Putusan ini menunjukkan bahwa jabatan
Direktur memiliki kekuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang sehingga
Pemegang saham mayoritas atau Komisaris tidak dapat secara sepihak memberhentikan
Direktur tanpa prosedur yang sah.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah mencerminkan keadilan dan kepastian
hukum. Kemudian jika dianalisis tindakan para tergugat yang memberhentikan
penggugat selaku Direktur tanpa melaui prosedur yang sah dan tanpa memberikan hak
membela diri merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan
keadilan dalam GCG. Selain itu tindakan para tergugat yang tidak menghormati hak dan
kedudukan hukum Penggugat sebagai Direktur sekaligus pemegang saham telah
melanggar prinsip fiduciary duty yang mewajibkan setiap organ perseroan untuk
bertindak dengan itikad baik demi kepentingan perseroan dan pemegang saham secara
keseluruhan. Kemudian dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa
prosedur pemberhentian Direktur harus dilakukan sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) dan
(2) UUPT, yaitu memberikan kesempatan bagi Direktur untuk membela diri serta
memberikan alasan pemberhentian yang jelas dalam keputusan RUPS.

4. PENUTUP

Pemberhentian Direktur melalui RUPS Luar Biasa tanpa memberikan hak bela bertentangan
dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, dan karenanya tidak sah secara hukum. Dalam konteks Putusan No.
290/Pdt/2023/PT.Dps, Majelis Hakim menegaskan pentingnya pemenuhan prosedur
pemberhentian yang adil, yaitu kewajiban untuk memberikan kesempatan pembelaan serta
alasan yang jelas bagi keputusan RUPS. Tindakan para tergugat dalam perkara ini dinilai
melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan fiduciary duty, karena pemberhentian
dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah. Dengan demikian, keputusan RUPS yang tidak
melalui mekanisme sah dan melanggar hak prosedural direktur dinyatakan batal demi hukum.

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak dalam struktur
perseroan, disarankan agar setiap tindakan pemberhentian direktur dilakukan dengan mematuhi
prosedur RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran
dasar. RUPS wajib memberikan kesempatan pembelaan bagi direktur yang bersangkutan
sebelum keputusan diambil. Selain itu, penguatan pemahaman para pemegang saham dan organ
pengurus terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance perlu dilakukan secara
berkelanjutan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan
perseroan dan integritas korporasi secara keseluruhan.
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